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ABSTRAK

Berdasarkan hasil dari survey yang penulis laksanakan pada Dinas
Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, di Kota Pekanbaru yakni pada tahun
2017/2018 terdapat sebanyak 620 restoran. Yang mana menjadi wajib pajak
restoran yaitu pengusaha restoran. Pada tahun 2017/2018 ini terdapat masih
banyaknya wajib_pajak resteran yang mengalami keterlambatan ataupun juga
diketahui belum dapat membayar pajak restorannya di Kota Pekanbaru.

Inti masalah pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah dalam
PelaksanaanPemungutan Pajak Restoran menurut Peraturan Daerah No. 6
Tahun 2011 guna dalam_meningkatkan Suatu/Pendapatan Asli Daerah di Kota
Pekanbaru? Dan Apa-apa saja yang menjadi faktor terhambatnya Pelaksanaan
dalam Pemungutan Pajak Restoran menurut Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2011
dalam guna meningkatkan Suatu Pendapatan Asli Daerah di Kota Pekanbaru?

Dalam - melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan motode
penelitian berupa Observational Reaserch, adalah dengan cara melakukan survey
atau meninjau_langsung ke lokasi penelitian yang bersangkutan yaitu dengan
menggunakan alat pengumpulan data yakni Wawancara. Sedangkan sifat dari
penelitian yang penulis ambil adalah Deskriptif, yaitu cara memperoleh suatu
gambaran yang lebih jelas dan rinci yang sesuai dengan berdasarkan Implementasi
Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran.fahun 2017/2018 di Kota Pekanbaru
secara menyeluruh dan utuh.

Implementasi Pemungutan Pajak Restoran, Berdasarkan Peraturan Daerah
No.6 Tahun 2011 Tentang Pajak-Resteran Dalam-Meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah di Kota Pekanbaru, adalah belum dapat berjalan dengan baik. Dikarenakan
hal ini masih dittmukan adanya kesalahan seperti tidak sesuainya suatu tempat
yang akan dijadikan suatu objek pajak didalam melakukan pendaftaran dan
pendataan wajib ‘pajak restoran. Selanjutnya banyak menimbulkan terjadinya
kecurangan dalam “penetapan pajak yang dimana dilakukan dengan cara
menghitung sediri dari wajib ' pajak yang tidak-berjalan dengan semestinya.
Karena diketahui bahwa wajib pajak' tersebut sering mendapatkan rekapitulasi
penjualan yang tidak sesuai dengan pembukuan, pembayaran, dan juga halnya
Faktor Penghambatnya Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran
Berdasarkan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2011 Dalam Meningkatkan Suatu
Pendapatan Asli Daerah di Kota Pekanbaru adalah sumber daya dari manusia,
dapat dilihat masih kurangnya jumlah dari pegawai yang melaksanakan
pemungutan dan juga terdapatnya beberapa pegawai yang berpendidikan SLTP
dan SLTA yang mana seharusnya yang menjadi pegawai tersebut telah
menyelesaikan pendidikan keserjanaan, lalu kemudian terdapatnya kekuragan
sosialisasi terhadap wajib pajak karena lemahnya peraturan pemerintah dan
kurangnya partisipasi dari wajib pajak dan kurangnya kesadaran dari wajib pajak
tersebut.
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ABSTRACT

Based on the results of a survey that the author carried out at the
Regional Revenue Service of Pekanbaru City, in Pekanbaru City, in 2017/2018
there were 620 restaurants. Which is a restaurant taxpayer is a restaurant
entrepreneur. 2018 there are still ma estaurant taxpayers who
experience dela : 0 eir restaurant taxes in
Pekanbaru.

or reviewing

ata; collection tools
g8 writer took is

description that

is in accor of Restaurant

Tax Collect ) as a\ act.

Implen Restaurant T lection Basedl on Regional

directly to
namely int
descriptive,

Regulation creasing Local
Revenue in P still found errors
such as the i ect in registering

and registeri Jds occur in the
determination L les.f oM taxpayers who
do not work prope 0\ often get a recapitulation
of sales that aré noi : g, payment, and also the
Inhibiting Factor

City is a human resource an be c still a lack of staff who carry
out the collection and there"e per of employees who have junior and
senior high school education, ould become employees who have
completed education in education, then there is a lack of socialization towards
taxpayers due to weak government regulations and lack of participation of
taxpayers and lack of awareness of taxpayers.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

merupaka wajib
memberika
Pajak ‘adz nstribusi we asyare ara yang terutang

oleh orang sa berdasarkan

Undang-Un langsung dan

diguanakan k kemakmuran
rakyat.
Hal ini 1945, pasal 23 A
yang mengatakan g bersifat memaksakan
ng (Pasal 23A, UUD 1945
Keuangan).

Pasal 23 A Undang-Undang Dasar 1945 ini mengatur tentang hal
keuangan yang sangat jelas, yaitu bahwa “Anggaran pendapatan dan belanja
negara ialah sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan
setiap tahunnya dengan Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan

bertanggung jawab sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Demikian pula
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pemerintah juga mengatur tentang pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa

untuk keperluan negara.

Ketentuan pajak.daerah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009

berupa penc

daerah, has

Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah penerimaan yang didapati

oleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya tersendri yang dipungut atau
diambil menurut peraturan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku (Devas, et al., 1989:14).

Menurut keterangan diatas, jelaslah bahwa Pajak Daerah merupakan suatu

sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat digali dan ditingkatkan



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

berdasarkan potensi daerah yang ada, dengan mematuhi peraturan Perundang-
undangan yang berlaku. Dalam pasal 1 Ayat (3) UU No. 32 Tahun 2014 disebut

“Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara

menjadi

28 Tahun ﬂ an Pemerintah

No. 65 Ta kedalam dua

klasifikasi,

o
paje
g
v
g
o
o
o

Nomor 28 Tahun 9, Ve erlak ulai 1 Januari 2010 (Muljono,
2010:27).

Berdasarkan pembagian hukum pajak terbagi atas:
a. Hukum pajak material, ialah membuat norma-norma yang menerangkan
keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak.
b. Hukum pajak formal, ialah peraturan-peraturan mengenai cara bagaimana

hukum pajak material itu dilaksanakan (Kusuma, 1988:31).



Salah satu definisi pajak yang terpendek adalah “An individual sacrifice
for a collective goal (individu berkorban untuk tujuan bersama)”. Definisi ini di

rumuskan oleh Ferdinand H.M. Grapperhaus (Nurmantu, 2003:13).

Jika yang memungut pajak adalah pemerintah daerah, maka golongan
pajak ini disebut pajak daerah. pajak daerah dibedakan antara pajak propinsi dan
pajak kabupaten/kota. Yang termasuk pajak propinsi, terdiri dari-4 macam pajak
yakni:

1) Pajak kendaraan bermotor

2) Bea balik nama kendaraan bermotor

3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak pengambilan

4) Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

Pungutan pajak tersebut mengurangi penghasilan/kekayaan individu, tetapi
juga sebaliknya merupakan suatu penghasilan masyarakat yang kemudian akan
dikembalikan lagi kepada masyarakat, dengan melalui pengeluaran-pengeluaran
rutin - maupun pengeluaran-pengeluaran— pembangunan, yang akhirnya akan

kembali lagi kepada seluruh masyarakat tersebut yang bermanfaat bagi rakyat,

baik yang membayar pajak maupun tidak (Suandy, 2008:7).

Untuk mencapai tujuan -dalam._melaksanakan tugas pemerintahan dan
pembangunan tersebut, senantiasa suatu negara memerlukan beberapa unsur-unsur
penduduk, yang salah satunya adalah tersedianya sumber penerimaan yang
memadai dan juga dapat diandalakan. Sumber penerimaan ini, sangatlah penting
untuk menjalankan kegiatan dari masing-masing tingkat pemerintahan, karena
tanpa adanya penerimaan yang cukup memadai, maka program-program

pemerintah itu tidak akan berjalan secara maksimal. Semakin luas suatau wilayah,
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maka semakin besar pula jumlah penduduk, dan semakin kompleks kebutuhan
masyarakat, maka akan semakin besar dana yang diperlukan untuk membiayai

Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan di suatu derah tertentu

Perlu diketahui bahwa ah merupakan salah satu sumber
pendapatan daerah yang dapat membantu pembiayaan daerah dalam
melaksanakan otonominya, yakni mampu mengatur dan mengurus rumah
tangganya sendiri, disamping penerimaan yang didapat dari pemerintah yang
berupa Subsidi/Bantuan. Sumber pajak daerah tersebut diharapkan menjadi
sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, dan juga pembangunan daerah

untuk meningkatkan kesejahteraan maupun kemakmuran rakyat (Samsi, 1990:24).
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Kemampuan pajak daerah yang di memiliki oleh setiap daerah merupakan
salah satu Kesiapan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Otonomi

Daerahnya. Maka dari itu perolehan pajak daerah dapat diarahkan untuk

j. Pajak Bumi dan B . & ‘ “".'In.
k. Bea perolehan Hak ata guan (UU RI No. 28, 2009: Pasal 2
Ayat 2).

Menurut ketentuan diatas, Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 28
Tahun 2009, maka pemungutan Pajak Restoran adalah sebagai kewenangan dari
Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota, untuk membiayai segala hal dalam
bentuk penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan. Pemungutan
pajak restoran di Indonesia saat ini dilaksanakan pada Dasar Hukum yang jelas

dan kuat, sehingga haruslah dipatuhi olenh masyarakat dan pihak yang terkait.



Dasar dari hukum pajak restoran tersebut adalah Undang-Undang No. 28 Tahun

2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan Pasal 95 Undang-Undang No. .28 Tahun 2009 ini, maka

daerah menetapkan peraturan atas perpajakan sebagai berikut :

1. Pajak ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Peraturan daerah tentang pajak tidak dapat berlaku surut.
3. Peraturan daerah tentang pajak sekurang-kurangnya'mengatur ketentuan :
a) Nama, objek, dan subyek sajak
b) Dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak
c) Wilayah pemungutan
d) Masa pajak
e) Penetapan
f) Tata cara pembayaran dan penagihan
g) Kedaluwarsa
h) Sanksi administrasi, dan
i) Tanggal mulai berlakunya (Samudra, 2015:72).

Peraturan daerah tentang pajak mengatur pula ketentuan mengenai hal :

1. Pemberian pengurangan; .Keringanan~dan pembebasan dalam hal-hal
tertentu atas pokok pajak dan/atau-sanksinya

Tata cara penghapusan piutang pajak dan kedaluwarsa

3. Asas timbal balik.

N

Dalam peraturan daerah harus terlebih dahulu diperbincangkan atau
disosialisasikan dengan masyarakat yang berada disuatu daerah tertentu sebelum
ditetapkannya dan ketentuan mengenal tata cara dan penyusunan pelaksanaan
sosialisasi peraturan daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah.

Pemungutan pajak tersebut tidak dapat diborongkan, melainkan pajak
dipungut bedasarkan penetapan dan peraturan Walikota/Bupati atau dibayar
sendiri oleh wajib pajak. Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah
bahwa semua proses kegiatan dalam pemungutan pajak itu tidak dapat diserahkan

kepada pihak ketiga. Namun, kemungkinan adanya kerja sama dengan pihak
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ketiga dalam rangka proses pelaksanaan pemungutan pajak, antara lain seperti :

Pencetakan, Formulir Perpajakan, Pengiriman Surat-Surat kepada Wajib Pajak,

atau Penghimpunan Data Objek dan juga Subjek Pajak itu sendiri. Kegiatan yang

Tentang Pa
(13) yang
disediakan

Restoran ialah-orang i : /3 akukan pembayaran
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Tabel 1.1

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran (katering) dikota
Pekanbaru tahun 2018

Tah e jet s. Realisasi

un 018 | "1 12018 jans/d4 | %

2018 79,2

3%

Dari uraian diatas diketahui bahwa pajak restoran (katering) belum
mencapai suatu target yang telah ditentukan. Hal ini tentu menjadi problem yang
dihadapi olenh pemerintah Kota Pekanbaru untuk mencari cara dalam
menyelesaikan permasalahannya terhadap belum tercapainya target dari hasil
pajak tersebut. Sehinggal hal tersebut berdampak pada Pendapan Asli Daerah

(PAD).



Pajak Restoran adalah salah satu jenis pajak yang hasil dari
penerimaannya akan disumbangkan kepada pemerintah daerah. Lain halnya pada
Objek, subjek dan Wajib Pajak Restoran adalah pajak atas pelayan restoran.
Restoran adalah.suatu tempat..menyantap..makanan dan-atau minuman yang
dikenakan biaya dengan dipungut bayaran. Sedangkan Pengusaha Restoran
merupakan orang pribadi atas badan usaha dalam bentuk apapun itu yang dalam
lingkungan ‘perusahaannya atau pekerjanya melakukan suatu usaha dibidang
Rumah Makan. Restoran merupakan fasilitas menyediakan makanan atau pun
minuman dengan dipungut bayaran yang mencukupi, begitu juga pada rumah

makan, kantin, bar, cafe, dan lainnya yang jenisnya termasuk jasa boga/catering.

Pengenaan dalam pajak restoran tidak Mutlak, ada pada seluruh Daerah
Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia. Hal ini berhubungan dengan kewenangan
yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten/Kota, guna untuk dikenakkan atau
tidak dikenakkannya suatu jenis Pajak Kabupaten/Kota. Oleh Karena itu, barulah
dapat dipungut atau tidaknya pajak pada suatu daerah Kabupaten/Kota. Maka,
pemerintah daerah haruslah terlebih dahulu untuk menerbitkan Peraturan Daerah
yang mana tentang Pajak Restoran ini, yang akan menjadi Landasan Hukum
Operasional dalam pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak restoran di
daerah yang bersangkutan (https://www.google.co.id.wikipedia.org.Pengertian

tentang pajak restoran.html, akses 9 Oktober 2018).

Diketahui Subyek Pajak Restoran dipekanbaru berjumlah kurang lebih 620
yang bergerak dibidang Restoran. Sedangkan Subyek Pajak Katering berjumlah

400 yang bergerak dibidang katering.

10
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terdapat ma
pembayara

fenomena ye

1. Masi

Adapun data tentang pembayaran wajib pajak adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2

Pembayaran Wajib Pajak Restoran Katering Kota Pekanbaru

un 2017/2018

am melakukan

AN AN

: ‘ﬂ‘\\“l‘a

karena dalam hal pelunasan Pajak Usaha Restoran yang belum

terselesaikan sebanyak 111.

. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang

terhutang atau kurang dibayar dikenakan administrasi berupa bunga

sebesar 2% (dua persen) sebulan terhitung dari pajak yang kurang atau

11
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terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak

saat terhutangnya pajak.

Pengawasan terhadap penyelenggaraan restoran belum
terlaksanakan sepenuhnya Efektif , karena ini terlihat masih adanya sebahagian

besar restoran yang belum menaati pembayaran pajak.

12
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Berdasarkan uraian penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk
melakukan suatu penelitian dengan judul “Implementasi Pemungutan Pajak

Restoran Menurut Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2011 Tentang Pajak

pada bagian

diatas, mak pokok dalam

penelitian i

an Asli Daerah di Kota

Pekanbaru?

C. Tujuan dan Metode Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Ada pun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

13
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1. Sebagai pengetahuan untuk mengetahui dan menganalisa Pelaksanaan
dalam Pemungutan Pajak Restoran menurut Peraturan Daerah No. 6

Tahun 2011 dalam meningkatkan Suatu Pendapatan Asli Daerah di

«abtaENk

“«
=
Y
3
3
o
>
—~
&
—
[}
=

Katering).
3. Dan untuk sebagai bahan kajian bagi peneliti berikutnya, yang akan

melakukan peneliti pada bidang yang sama.

D. Tinjauan pustaka

Menurut teori, Hukum Administrasi Negara adalah merupakan fenomena

kenegaraan dan pemerintahan yang mana keberadaannya sesuai dengan konsep

14
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negara hukum atau bisa muncul secara bersamaan dengan cara
diselenggarakannya kekuasaan negara dalam pemerintahan menurut aturan hukum
tertentu. Dalam hal lain, Hukum Administrasi Negara juga sebagai suatu cabang

ilmu, terlebih b Wi ental, yang muncul

adalah hukum
annya. Seperti

istrasi Negara

tugasnya dengan alat-alat perlengkapan negara yang tersedia.

2. Aturan hukum yang mengatur bagaimana hubungan Hukum (Recht
Betreking) degan alat perlengkapan Administrasi Negara atau

pemerintahan dengan warga negaranya.

15
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Hukum Administrasi Negara yang kedudukannya merupakan salah satu
bagian atau cabang dari Hukum yang Khusus. Dalam ilmu hukum dapat dibagi

dalam dua macam, yakni :

negara, yang

dalah Hukum

1. Sarana untuk engus enga mengendalikan, dan

2. Untuk mengatur cara-cara partisipasi warga masyarakat dalam hal
pengendalian dan penyusunan tersebut, termasuk pada proses hal penentuan
kebijaksanaan.

3. Sebagai perlindungan hukum untuk para warga negara masyarakat.

4. Dapat menyusun dasar-dasar untuk pelaksanaan pemerintahan yang baik.

16
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Dengan berjalannya perkembangan tugas-tugas pemerintahan, yang dapat
memberikan kewenangan luas kepada Administrasi Negara, termasuk

kewenangannya dalam bidang legislasi. Tatapi pemerintah juga ikut serta dalam

dalam obje

Maka dari

N EV R

p dari Hukum
Administrasi INe & ‘Mene ' Administrasi

Negara ini

tuntutannya dan kebutuhannya

2. Peraturan-peratuan, instrumen yuridis, dan keputusan-keputusan bidang
administrasi lainnya dibuat tidak hanya terletak pada satu tangan atau
lembaga saja.

3. Perkembangan Hukum Administrasi Negara seiring dengan berjalannya

dengan perkembangan tugas-tugas pemerintahan dan kemasyarakatan,

17
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yang menimbulkan penyebab pertumbuhan dibidang Hukum Administrasi

Negara tertentu berjalan secara sektoral.

Berhubungan dengan penjelasan hal diatas, dapat dilihat bahwa Hukum

penegakan

kewenangan oleh peme daerah dari pemer mana meliputi

pembantuannya dengan menggunakan prinsip Otonomi yang seluas-luasnya untuk

hal sistem dan prinsip kesatuan Negara Republik Indonesia berdasarkan yang
dimaksud dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU No. 32,

2004: Pasal 1 Ayat 2).

Dari penjelasan pengertian Pemerintah Daerah diatas, bahwa Pemerintah

Daerah yang dikatakan ialah merupakan penyelenggaraan pemerintah daerah dan

18
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DPRD. Berdasarkan asas Desentralisasi dan penyelenggaraan pemerintah ialah
Gubernur, Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah. Dalam menyeleranggarakan

urusana pemerintah memiliki hubungan antara pemerintah dan dengan

berupaya u at peraturan daerz an daerah yang telah

dibuat guna 4 i a ters ar elayanan kepada

masyarakat. , 1 pe am pembentukan

dengan memberlakukan Pajak. etahui secara garis besar terdapat
macam-macam pungutan umumnya yang dilakukan oleh pemerintah terhadap

rakyat ada tiga macam, beruba :

1. Pajak
2. Retribusi
3. Sumbangan (Marbun dan Mahfud, 2004:9).

19
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Hukum pajak adalah merupakan suatu bagian dari Hukum Administrasi

Negara, tetapi hukum pajak juga memiliki ciri-ciri kekhususan, yaitu seperti

dalam pengaturan materi hukumnya ada kesamaan dengan hukum perdata mau

yang diberikan kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhitung utang oleh
wajib pajak, dengan membayarnya berdasarkan peraturan-peraturan/UU, dengan
tiada mendapatkan prestasi kembali, yang secara langsung dapat ditunjuk, dan
gunanya untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas-
tugas negara untuk menyelenggarakan tugas pemerintah (Waluyo dan llyas,

2003:3).

20



Menurut penjelasan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa

pajak memiliki unsur-unsur menurut Mardiasmo, yaitu :

a. luaran dari Rakyat yang diberikan kepada Negara.

b. Pajak tersebut dipungut menurut Undang-Undang serta Peraturan
Pelaksanaannya.

c. Tidak adanya jasa timbal balik atau kontra prestasi dari negara secara
langsung dapat ditunjuk dalam pembayaran pajak itu sendiri.

d. Dapat digunakan untuk -membiayal rumah tangga negara, seperti
pengeluaran yang:.bermanfaat bagi'‘‘selaruh™ masyarakat yang luas
(Mardismo, edisi revisi, 2009:2).

Berdasarkan uraian diatas mengenai halnya tentang Pajak, dapat diambil
kesimpulan bahwa Pajak merupakan ‘“Pembayaran yang wajib dikenakan menurut
Undang-Undang, yang tidak akan dapat dihindari oleh yang berkewajiban dan

bagi yang tidak mau membayar Pajak dapat dilakukan paksaan kepada mereka.

Terdapat juga fungsi Pajak untuk negara, yaitu :

1. Fungsi Sumber Keuangaan Negara (Fungsi Budgetair), yang mana artinya
pajak ialah merupakan salah satu sebagai sumber penerimaan keuangan
bagi pemerintah” untuk membiayai pengeluaran baik pembanguan
maupunpengeluaran. rutin. Pembangunan« hanya dapat terlaksanakan
apabila dengan ditunjangnya biaya yang cukup memadai pada kas negara.
Oleh karena itu pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi
keuangan negara.

2. Fungsi Mengatur(Fungsi Regulerend), yang mana artinya ialah pajak
merupakan sebagi suatu alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan
pemerintah dalam bidang ekonomi dan juga sosial, dan mempunyai tujuan

tertentu diluar bidang keuangan negara (Bohari, 1993:24).

21



Penerimaan pajak mempunyai peranan penting bagi negara begitu juga
bagi daerah ialah merupakan suatu hal yang sangat wajib dipenuhi. Dalam
menjalankan roda keperintahaannya pemerintah daerah dibutuhkan sumber
pemasukan bagi_daerahnya, seperti diantaranya melalui pajak daerah ini. Pajak
daerah ialah merupakan iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau suatu
badan usaha kepada daerahnya-tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang
pastinya dapat dipaksakan menurut Peraturan PerUndng-Undangan yang berlaku,
yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan

pembangunan di suatu daerah tertentu (P Siahaan, 1993:24).

Diambil dari hasil penelitian Ardiansyah Putra, yang diberi judul
“Pelaksanaan Pungutan Pajak Hotel berdasarkan Peratuan Daerah No. 47 Tahun
2002 di Pangkalan Kerinci” ialah : Hasil wawancara penulis Ardiansyah Putra
dengan Joni Naidi di DinasPengelola, Keuangan dan Kekayaan Daerah
Kabupaten Pelalawan terdapat sebahagian Pendapat Daerah menyebutkan bahwa
selama ini yang menjadi hambatan ada pada keterlambatan pihak wajib pajak
hotel dalam melakukan penyetoran pajaknya,.penanganan hal itu pun bisa

terselesaikan dengan jalan yang baik (Putra, Jurnal UIR, 2011:106).

Lain halnya dengan hasil penelitian dari Eki Bagusri, yang diberi Judul “
Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Dearh No. 5 Tahun 2006 Tentang Pajak Hotel di
Kota Pekanbaru”, ialah : Dibutuhkannya pengawasan yang optimal oleh pihak
pemimpin terhadap pegawainya dalam melaksanakan tugasnya supaya para wajib
pajak dapat mengikuti peraturan yang telah diberlakukan oleh pihak Dispenda.

Sebaiknya para pegawai diberi arahan lagi agar bisa lebih mendidik para wajib
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pajak dalam hal melakukan pelaksanaan penyuluhan terhadap wajib pajak

(Bagusri, Jurnal UIR, 2012:92).

E. Konsep Operasiong

Pemungutan ad h adap sesuatu yang akan

s

dilaksanakan. Pajak merupaka yarakat kepada negara yang dapat
dipaksakan, yang dihitung terutang oleh wajib pajak, dengan cara membayarnya
bersarkan peraturan yang berlaku dan tidak dapat prestasi kembali atau timbal
balik, yang dapat langsung ditunjuk dan juga yang gunanya untuk daerah ialah
untuk membiayai pengeluaran umum baik yang berhubungan dengan tugas

pemerintah (Bahori, 2001:23).
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F. Metode Penelitian

Research”, ana suatu pene 1 C angsung ke lokasi
penelitian te . akan s ‘_ ' gumpulan data
yang berupa w : Ng embagik L gkan sifat dari
penelitian i i ala ﬂ yaitu penelitian

yang bertujua NQa A 15’ epat dan konkrit

Dalam rangka pelaksanaan untuk memperoleh atau mendapatkan data
yang diperlukan, maka penelitian ini dilakukan di Wilayah Kota Pekanbaru.
Lokasi yang dipilih untuk penelitian ini di Kota Pekanbaru, karena di Kota
Pekanbaru ini terdapa beberapa usaha restoran yang masih belum menjalankan

kewajiban dalam hal melaksanakan Pembayaran Pajak Restoran sebagaimana
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berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 6 Tahun 2011 tentang

Pajak Restoran.

i_ialah sebagai

Q @ 2jak-Restoran di Kota Pekanbaru ini
LI =

yang berjumlah 400, maka pent ampel dari Responden Pengusaha

Restoran sebanyak 40. Populasi disini penulis mengambil kelas Katering yang

Menengah. Kelas menengah ini dimana usaha catering yang belum besar. Kelas

catering yang menengah ini tidak menggunakan izin limbah, karena yang mana

pengoperasiannya belum dikategorikan aktif dalam setiap saat. Melainkan

berjalannya perorderan hanya ketika ada pesanan saja. Lain halnya dengan kelas

25
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catering yang besar, dimana kelas besar ini memiliki izin limbah karena

pengoperasiannya selalu berjalan setiap hari.

Dalam menetapkan metode Sampel penelitian. ini penulis menggunakan

oenulis melalui

pul data yaitu

) ) tepat dengan pokok masalah
Peraturan Daerah Kota

e

Jndang-Undanga No. 28 tahun 2009

atu .'
iy
Pekanbaru No. 6 Ta

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Alat Pengumpul Data

a. Wawancara
Wawancara ialah merupakan pengumpulan data yang dilakukan

dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang
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akan menjadi responden (Syafrinaldi, 2017:19). Dalam hal ini yaitu Kepala Dinas

Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

b. Kuisioner

peneliti

mengumpulka a da awancara dan elah didapati,
kemudian : 1 dengan cara me atau membedakan
antara dua li atau dengan

Peraturan Pe : 3 penelitian ini.

bersifat khusus.

Dalam hal Umum ialah terdapat dalam hal-hal yang penulis jumpai di
lapangan, sedangkan hal yang Khusus adalah terdapat pada pendapat para ahli,
Peraturan Perundang-undangan yang mendukung dan membahas hal yang penulis

jumpai dilapangan.
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BAB Il

PAJAK, JENIS-JENIS PAJAK RESTORAN (KATERING)

kumpulan A 'a ujuan tertentu.
Unsur dari
tujuan hidup’ se an juga | : ‘- -L 1 se ang bisa dibedakan dari
kehidupan masyarakat dan juga kepe akat itu. Tetapi individu tidak
akan dapat NP3 ara masyarakat

mempunyai sua : 2 sunga i ﬂ- akat berarti juga

kelangsungan hidup diperuntukkan alat-alat negara, lembaga negara, serta

seterusnya yang harus dibiayai dari penghasilan negara (Suandy, 2002:7).

Asal dari penghasilan negara ialah dari rakyatnya yang melalui
pemungutan pajak dan juga yang berasal dari dalam negara berupa kekayaan
alam. Dua sumber ini merupakan sumber yang sangat penting untuk penerimaan

negara, kemudian penghasilannya digunakan untuk membiayai kepentingan
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umum dan juga pada akhirnya akan mencakup semua kepentingan individu

berupa pendidikan, kesejahteraan, kesehatan masyarakat, dan lain-lainnya. Dapat

disimpulkan bahwa, dimana ada kepentingan masyarakat disitu pula akan timbul

semua mas

pajak atau

Definisi ya

Sedangkan definisi pajak menurut Adriani yang diterjemahkan oleh
Brotodihardjo lalu dikutip oleh waluyo adalah, pajak merupakan bentuk iuran
kepada negara yang dapat dipaksakan, dihitung terhutang oleh wajib pajak yang
membayarnya berdasarkan peraturan—peraturan, yang mana tidak mendapatkan

prestasi kembali, dan dapat langsung ditunjuk tujuannya ialah untuk membiayai
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pengeluaran yang bersifat umum yang berhubungan langsung dengan tugas

negara yang menyelenggarakan suatu permerintahan (Waluyo dan llyas, 2003:4).

Menurut Undang—undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan ketiga

Dapat disimpu .Q . defir dari pajak diatas bahwa :
e

a. Kontribusi atau iuran, dike Undang-undang lebih ditekankan
istilah “Peran Serta”, dan dapat dipaksakan menurut peraturan yang sesuai
dengan sanksinya.

b. Yang dipungut dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi,

pemerintah daerah kabupaten/kota, tidak mendapatkan imbalan secara

langsung.
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c. Yang dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah

kabupaten/kota, digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara atau

pemerintah dalam penyelenggaraan.

2)

juga aturan pelaksanaannya.

3) Tidak memperoleh jasa timbal secara langsung dari negara yang dapat
ditunjuk secara langsung. Tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi
individual pemerintah dalam pembayaran pajak.

4) Manfaatnya digunakan untuk menanggung membiayai rumah tangga negara ,

yaitu ialah yang pengeluarannya bermanfaat bagi masyarakat luas.
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Pajak adalah iuran dari rakyat yang bergunan untuk membiayain seluruh

pengeluaran negara untuk kepentingan umum. Namun dapat diketahui fungi pajak

ada dua, yaitu :

dikumpulkan +da : \erin garan membangun

berbagai

Contoh :

1. Pajak yang dikenakan tinggi terhadap minuman Kkeras, karena untuk

mengurangi konsumen pada minuman keras.

2. Pajak yang dikenakan tinggi pada barang mewah, karena agara mengurangi

gaya hidup yang konsumtif.
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3. Untuk ekspor tarif pajak dikenakan sebesar 0%, karena untuk mnedorong

ekspor pada produk indonesia dipasaran dunia (Mardiasmo, 2009:1-2)

Yang menjadi objek pajak didalam pembahasan jenis pajak ini ialah :

c. Penagihan bungan pajak berdasarkan dengan ketentuan Undang—Undang KUP
(Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) dan Undang-Undang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, jika wajib pajak yang bersangkutan kurang
ataupun tidak membayar tagihan pajak pada tepat waktunya, maka wajib

pajak akan dikenakan bunga yang sebesar 2% sebulan, hal tersebut dihitung

pada sejak jatuh tempo pembayaran pajak yang telah mendapatkan
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persetujuan yaitu untuk membayar dengan secara mengansur atau dengan

menunda pembayaran pajak yang terhutan tersebut.

Dapat dilakukan.3 stelsel dalam pemungutan pajak, yakni :

tahun berjalan, kemudian

kelemahannya pajak yang akan dibayar tidak menurut penghasilan yang rill,

tetapi dari penghasilan anggaran.

3. Stelsel Campuran

Stelsel campuran ini, adalah suatu kombinasi dari “Rill Stelsel” dan
“Fictieve Stelsel” prosedurnya ialah dilihat dari awal tahun pajak yang akan

dihitung sesuai dengan Anggaran, sedangkan pajak yang dihitung pada akhir
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tahun sesuai dengan penghasilan Rill. Jadi, pada akhir tahun akan terjadinya

lebih atau kurang bayar. Bayar lebih jika anggaran tersebut lebih besar dan

juga rill, begitu sebaliknya (Valentina, 2006:9).

keadilan, +b3 A laksanaannya.

Terdapat te

1. Te akan dengan

i kontraprestasi

banan pajaknya

dilimpahkan oleh

d ar masyarakat berdasarkan

3. Teori Gaya Piku q . gal
al"\'\“-@"

atas pemanfaatan jasa—jase na oleh masyarakat dari negara.
4. Teori Bakti atau disebut juga Teori Kewajiban Mutlak, adalah sebagai
suatu kewajiban pembayaran pajak tujuan untuk menunjukkan bakti

masyarakat kepada negara, hubungan masyarakat dengan negara

merupakan dasar hukumnya.
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5. Teori Asas Daya Beli, adalah daya beli masyarakat yang tergabung pada

pembayaran pajak, sehingga penitik berat pemungutan pajak ialah pada

fungsi pajak mengatur.

pengenaan [

D. Asas Ekono

Adalah harus . paja nya agar tidak sampai

S
terhambatnya lancar dari perdagangan, terhalang—halangnya
rakyat dalam melakukan usahanya menjadi kemakmuran dan tidak menjadi

rugi bagi kepentingan umum (Lubis, 2010:22-23).

Macam—macam sistem dari pemungutan pajak :

a. Official Assement System, merupakan sistem pemungutan pajak yang

pemerintah diberikan wewenang untuk tujuan menentukan atau menghitung
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seluruh jumlah pajak yang terutang dan akan menagihnya kepada wajib pajak
yang bersangkutan.

b. Self Assement System, merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang mana

masuk sanksi
asih harus dibayar

yang tercan ya yang sesuai

S
m«;\,\"ﬁ!\"\

2 &

dengan keten an. Lain halnya

Menurut hukum perdata uta ak yang diuraikan, utang merupakan
perikatan atau perjanjian, yang salah satu pihaknya mengandung kewajiban yakni
baik perseorangan maupun badan untuk subyek hukum, dalam melakukan suatu
prestasi atau tidak melaksanakan sesuatu, yang menjadi hak dari pihak lainnya.

Maksudnya adalah apabila pihak yang bersangkutan wajib tidak melakukan suatu

hal prestasi, maka akan dapat terjadi suatu contract bruck sehingga pihak yang
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merasa dirugikan bisa dapat menuntut kepada pihak yang melanggar dari isi

perjanjian atau perikatan tersebut dipengadilan (Soemitro, 1990:1).

Sifat dari utang.pajak ialah memaksa, artinya.dapat dipaksakan pelunasan

2. Jenis—Je

terdapat  berbaga am perbedaa 2 didalam hukum
pajak, yang ma S ilp : ongan pajak yang
dapat dibeda 1€ golongannya, sifatnya a menurut lembaga

pemungutann

Berdasarkan golc Q Q ‘ “‘

a. Pajak Langsung :
Pajak langsung berdasarkan pengertian yang ekonomis ialah pajak
yang harus dipikul sendiri bebannya oleh wajib pajak, dan tidak boleh
dilimpahkan ke orang lain.

b. Pajak Tidak Langsung :

Pajak tidak langsung berdasarkan pengertian yang ekonomis ialah

merupakan beban pajaknya dapat dilimpahkan kepada orang ketiga
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atau bisa juga konsumen. Sedangkan pada pengertian administratif

pajak tidak langsung ini merupakan pajak yang pemungutannya terjadi

setiap peristiwa atau perbuatan yang menimbulkan terutang pajak,

kecilnya jumlah dari pajak yang terutang.

Pajak Objektif (Bersifat Kebendaan)

Pajak yang pertama memperhatikan obyeknya yang berupa benda,
bisa juga berupa keadaan, peristiwa atau perbuatan yang dapat
mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar, selanjutnya barulah

dicari subyeknya yaitu orang atau badan hukum yang berkaitan
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langsung dengan tidak mempersalahkan apakah subyek pajak tersebut

berdomisili di indonesia atau pun tidak.

c. Menurut Lembaga Pemungutannya

pajak yang
dapartemen

k pembiayaan

Pajak daerah merupakan pajak yang berhak memungut pajaknya
ialah Daerah Provinsi, kabupaten/kota, yang mana dasar
pemungutannya yaitu pada peraturan daerah masing—masing dan
kemudian dari hasilnya akan dipergunakan untuk menanggung

biaya rumah tangga daerah masing-masing.
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Pajak daerah merupakan suatu iuran wajib yang dibayarkan oleh orang

pribadi atau suatu badan kepada daerah tertentu yang mana tidak mendapatkan

suatu imbalan secara langsung, yang bisa dipaksakan menurut peraturan

pihak pem
berhak me
yang berha

daerah pro

tarifnya yang dilakukan oleh pemerintah pusat.
3. Pajak yang ditetapkan dan dipungut oleh pemerintah pusat.
4. Pemerintah pusat memungut pajak dan diadministrasikan hasil

pemungutannya akan diberikan kepada pemerintah daerah.

Jenis dari pajak daerah dibedakan menjadi dua jenis dan tarif untuk tiap

jenis pajak daerah yang ditetapkan dari yang paling tinggi, yakni :
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. Jenis-jenis dari pajak provinsi, yaitu :

a. Pajak Kendaraan Bermotor

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan (Pasal 2 ayat 1-2, UU

No. 28 2009 : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).
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B. Tinjauan Umum Tentang Pajak Restoran (Katering)

1. Pengertian

Menurut pasal 2 ayat 2 Undang-undang No.28 Tahun 2009 pengertian
dari pajak restoran (katering) adalah pajak yang pelayanannya. telah disediakan
oleh restoran (katering). Sedangkan pengertian dari restoran (katering) adalah
pemberian fasilitas yang herupa makan dan minum;dengan cara dipungut bayaran,
dan juga meneakup rumah makan, kafeteria, warung, bar, dan sejenis lainnya juga
termasuk kepada jasa boga atau pun katering. Perlu di ketahui bahwa pengenaan
dari pajak restoran tidak secara mutlak adanya pada setiap daerah kabupaten/kota
yang ada di indonesia. Di karenakan hal ini sangat berkaitan dengan kewenangan
yang telah diberikan pada pemerintah kabupaten/kota dalam pengenaan atau
tidaknya dari suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, suatu daerah
kabupaten/kota harusnya pemerintah,daerah tsebelum memungut pajak terlebih
dahulu menerbitkan peraturan daerah yaitu tentang pajak restoran (katering), yang
akan menjadi sebuah landasan hukun operasional didalam melaksanakan
pengenaan dan juga pemungutan pajak restoran.di daerah kabupaten/kota (P
Siahaan, 2005 : 299).

Terdapat ada beberapa terminologi yang diketahui didalam pemungutan
pajak restoran (katering), yaitu :

1. Restoran (katering), yaitu merupakan suatu pemberian fasilitas penyediaan
berupa makann dan atau pun minuman dengan cara dipungut bayaran, dan
juga mencakup rumah makan, kafeteria, kantin, warung, bar, dan sejenis

lainnya yang termasuk pada jasa boga atau katering.
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2. Pengusaha Restoran (katering), yaitu merupakan orang pribadi atau suatu
badan berbentuk apapun yang berada didalam lingkungan perusahaan atau

bentuk pekerjaannya melaksanakan usaha di suatu bidang rumah makan.

hukum yang Ssan sehi a at dan pihak lain yang

terkait harus : Ada J-menjac hukum pemungutan

Undang—-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten/kota yang telah mengatur tentang pajak

restoran.
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5. Keputusan dari Walikota yang mana telah mengatur tentang pajak restoran

untuk menjalankan aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak

restoran yakni pada kabupaten/kota yang dimaksud.

yang menja : : 3 nan yang diberikan
oleh pengu
dibayar. Dan ya er pajak c pengusaha restoran

(Katering), ang pribadi atau suatu badan baik lam bentuk apa pun

oleh pembeli baik disantap ditempat pelayanan atau pun ditempat lain.

2. Tidak termasuk objek pajak restoran (katering), ialah jasa pelayanan yang
telah disediakan oleh restoran (katering) yang mana nilai dari

penjualannya tidak melibihi dari Rp. 1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus

Lima Puluh Ribu Rupiah) per-bulan.
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3. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitugan Pajak Restoran (Katering)

Yang menjadi dasar pada pengenaan pajak restoran (katering) adalah
jumlah dari pembayaran yang dilakukan kepada restoran (katering). Harga jual
atau pun penggatian akan dihitung pada dasar harga pasar yang dianggap wajar
pada suatu jasa pelayanan restoran (katering), maksud disini jika pembayannya
dipungut "oleh hubungan.yang' istimewa. Contoh/dari hubungan“istimewa yang
dimaksud 1alah orang pribadi atau pun suatu badan yang menggunakan atas jasa
atau pelayanan dengan pengusaha restoran, baik secara langsung atau pun tidak
langsung, yang mana berada dibawah kepemilikan atau juga penguasaan orang

pribadi dan atau badan yang sama.

Yang dimaksud dengan pembayaran adalah nominal jumlah dari uang
yang harus dibayarkan oleh subyek pajak kepada wajib pajak, tujuan untuk harga
jual jumlah uang tersebut yang‘akan-dibayarkan. Adapun pengertian yang
harusnya dimintai kepada wajib pajak sebagai pertukaran dari pemakaian jasa
tempat seperti penginapan dan fasilitas penunjang lainnya yang termasuk pula
pada semua tambahan dengan nama apapuntitu, juga akan dilakukan berkaitan

dengan suatu usaha restoran (katering).

Tarif dari pajak restoran (katering) ditetapkan dengan peraturan daerah
kabupaten/kota yang bersangkutan yang paling tinggi ditetapkan sebesar 10%.
Maksud dari hal ini ialah sebagai memberikan keleluasaan terhadap pemerintah
kabupaten/kota dalam menetapkan tarif pajak yang akan dipandang sama dengan

kondisi pada daerah kabupaten/kota masing—masing. Dengan begitu, diberi
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kewenangan setiap daerah atau pun kota untuk guna menetapkan jumlah besarnya
tarif pajak yang bisa saja berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asal saja tidak

melebihi dari persenan yang telah ditentukan yakni 10%.

ditetapkan oleh keputusan walikota. Menurut pengertian dari masa pajak yang

merupakn bagian dari bulan akan dihitung satu bulan penuh. Sedangkan tahun
pajak adalah merupakan jangka waktu lamanya satu tahun takwim, terkecuali

wajib pajak mau menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

Yang dimaksud dengan pajak yang terutang adalah pajak restoran

(katering) pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak yang harus
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dibayar oleh wajib pajak berdasarkan ketentuan dari peraturan daerah tentang
pajak restoran yang tentunya telah ditetapkan oleh pemerintah daerah
kabupaten/kota bersangkutan. Ketika pajak yang terutang berada didalam masa
pajak akan ditentukan berdasarkan keadaan, maksudnya yakni pada saat

terjadinya pembayaran atau pun pelayanan suatu jasa direstoran.

Pemungutan pajak:restoran yang dihitung,terhutang akan dipungut di
wilayah kabupaten/kota pada tempat restoran berlokasi. Ini berkaitan dengan
kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota yang setiap restorannya berlokasi

dan terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya sangat terbatas.

Yang menjadi wajib pajak pada setiap pengusaha restoran (katering)
dalam pemungutan pembayaran pajak restoran (katering) ialah dari konsumen
yang memakai jasa dari restoran (katering) diharuskan menggunakan bon
penjualan atau pun nota pemesanan: (hil), terkecuali yang telah ditetapkan lain
oleh walikota. Yang dimaksud pada pengertian penggunaan bon penjualan ialah
sebagai bukti dalam pembayaran dengan penggunaan mesin “Cash Registrasi”.
Sekuarang—kurangnya didalam bon" penjualan: tersebut harus mencantumkan
catatan tentang bentuk jenis dari makanan dan juga minuman yang akan dinikmati
dari jumlah makanan dan juga minuman. Harus tercantum nama dan alamat usaha
pada bon penjualan, dan dicetak dengan diberikan nomor seri yang akan

digunakan sesuai dengan nomor urut.

Sebagai bukti bon penjualan harus diserahkan pada subyek pajak dalam

pemungutan pajaknya ketika saat wajib pajak memberikan jumlah yang akan
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dibayar oleh subyek pajak. Menerbitakn dan juga menyerahkan bon penjualan
kepada subyek pajak merupakan kewajiban dari wajib pajak selain untuk

kepentingan pengawasan pada usaha, wajib pajak juga diartikan sebagai salah satu

pajak.

kecuali telah ditetapkan lain ole as pendapatan daerah. Yang wajib
melegalisasikan bon penjualannya wajib pajak, akan tetapi jika tidak
menggunakan yang tidal dilegalisasi akan dikenakan sanksi administrasi pada

umumnya sebesar 2% per/bulan dihitung dari dasar pengenaan pajak.
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5. Penetapan Pajak Restoran (Katering)

Pelaksanaan pemungutan pajak restoran (katering) todak dapat dilakukan
dengan cara diborongkan. Maksudnya tidak dapat diserahkan kepada pihak ketika
seluruh proses-kegiatan pemungutan pajak restoran (katering). Dengan demikian,
dengan pihak ketiga terdapat adanya kemungkinan kerja sama, seperti pencetakan
formulir * perpajakan, pengiriman surat kepada, wajib pajak, atau pun

penghimpunan dari objek pajak dan juga subyek pajak ( P Siahaan, 2005 : 310)

Yang menjadi wajib pajak pada setiap pengusaha restoran (katering) wajib
menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak restoran
(katering) nya, yang dihitung terhutang yang menggunakan SPTPD (Surat
Pemberitahuan Pajak Daerah). Hal ini menunjukkan pada dasarnya merupakan
sistem “Self Assessment, merupakan diperi kepercayaan kepada wajib pajak yang
penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan juga melaporkan
sendiri pajak yang terhitung terutang. Dengan melaksanakan sitem pemungutan
pajak seperti ini, petugas yang berhak pada dinas pendapatan daerah
kabupaten/kota yang telah ditunjuk oleh walikota akan bisa menjadi fokus dalam
bertugas mengawasi pelaksanaan pemenuhan dari kewajiban pajak oleh wajib

pajak.

Terdapat di beberapa daerah bahwa tidak semua penetapan pajak
sepenuhnya diserahkan kepada wajib pajak, akan tetapi telah ditetapkan kepada
daerah. jika wajib pajaknya yang ditetapkan oleh walikota, keseluruhan jumlah

pajak terutang ditetapkan dengan cara menerbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak
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Daerah). wajib pajak akan tetap memasukan SPTPD, tetapi tanpa perhitungan
pajak. Yang diketahui pada umumnya SPTPD akan dimasukkan dengan
bersamaan pendataan yang telah dilakukan oleh petugas dinas pendapatan daerah

kabupaten/kota.

Sesuai dengan SPTPD dinas pendapatan daerah yang bertugas melakukan
pendataan ke pada wajib_pajak. Surat Ketetapan‘Pajak (SKPD) diterbitkan apabila
walikota atau pejabat yang telah ditunjuk oleh walikota dalam menetapkan pajak
restoran yang terutang tersebut. Wajib pajak harus melunasi SKPD nya paling
lama jangka waktu 30 hari dihitung sejak diterimanya SKPD dari wajib pajak atau
bisa saja dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh wajib pajak atau pun
kurang membayar pajak yang terutang didalam SKPD, maka wajib pajak tentu
dikenaka sanksi administrasi yakni bunga sebesar 2% sebulannya, dan tagihan

dengan menerbitkan Surat Tagihan Rajak-Daerah (STPD).

Walikota dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
(SKPDKB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) yaitu dalam jangka
waktu 5 tahun sesudah terutangnya pajak. Surat ketetapan pajak diterbitkan sesuai
dengan pemeriksaan dari SPTPD yang telah disampaikan oleh wajib pajak yang
bersangkutan. Tujuan dari diterbitkannya surat ketetapan pajak ini untuk
memberikan kepastian hukum terkait perhitungan dan pembayaran pajak yang
telah dilaporkan oleh wajib pajak dalam SPTPD ini telah memenuhi ketentuan
dari peraturan perundang-undangan dari pajak daerah atau tidak. Ditentukan
kepada wajib pajak dalam penerbitan surat ketetapan pajak tersebut yang

disebabkan oleh timbulnya ketidak benaran dalam pengisian SPTPD atau bisa
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juga karena ditemukannya data yang fiscal dan tidak dapat dilaporkan oleh wajib

pajak.

Pajak restoran_(katering) yang dikenakan selain terhadap wajib pajak

dalam menyampaikan SPTPD.

Walikota juga dapat menerbitkan STPD jika wajib pajak dalam kewajiban
pembayaran pajaknya terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT tidak dialukan
atau pun tidak sepenuhnya dilaksanakan. Maka demikian, saran yang dapat

digunakan dalam menagih SKPDKB atau SKPDKBT ialah STPD, yang mana
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tidak bayar atau pun kurang bayar oleh wajib pajak sampai dengan jatuhnya

tempo pembayaran pajak tersebut dalam SKPDKB dan SKPDKBT.

\seﬁ'ﬂc'ﬁap‘srsusflg gka waktu yang

<o
Walikota yang menetap n.*' empo pembayaran maupun

4 LN 2
penyetoran pajak restoran (ka out. Pajak restoran (katering) harus
dilunasi paling lambat satu bulan sejak diterbitkan apabila kepada wajib pajak
diterbitkannya SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembelaan, surat

keputusan keberatan, dan juga putusan banding yang mana mengakibatkan jumlah

dari pajak yang harus dibayar menjadi bertambah.

Pajak restoran (katering) yang terutang pembayarannya dilakukan ke kas

daerah, bank, atau pun tempat lainnya yang telah ditunjuk oleh walikota
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berdasarkan dengan waktu yang telah disesuaikan didalam SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, dan juga STPD. Hasil penerimaan pajak harus disetor kekas daerah
paling lambat 1 X 24 jam dan atau pada waktu yang telah disesuaikan oleh
walikota apabila pembayaran pajak tersebut.dilakukan ditempat lain yang telah
ditunjuk. Apabila pembayaran pajak tersebut jatuh pada tempo pembayaran dihari

libur, maka pembayaran pajak dilakukan padahari kerja yang berikutnya.

Melakukan pembayaran pajak digunakan Surat Setoran Pajak Daerah
(SSPD). Pelaksanaan pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
Diberikannya tanda bukti pembayaran kepada wajib pajak yang melakukan
pembayaran pajak dan dicatat dalam buku penerimaan. Hal ini tentunya harus
dilakukan oleh petugas tempat pembayaran pajak dengan tujuan untuk tertib pada
administrasi dan pengawasan penerimaan pajak. Demikian, akan mudah terpantau
pembayaran pajak oleh petugas:dinas pendapatan daerah. walikota menetapkan
keputusan terhadap bentuk, isi, ukuran buku penerimaan, dan juga tanda bukti

pembayaran pajak.

Walikota atau pejabat yang ditunjuk..dapat memberikan persetujuan
didalam keadaan tertentu kepada wajib pajak dalam mengangsur pembayaran
pajak restoran (katering) yang terutang didalam kurun waktu tertentu setelah
memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Dalam pemberian persetujuan untuk
mengangsur pembayaran pajaknya akan diberikan dari permohonan wajib pajak
yang bersangkutan. Akan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan dari jumlah pajak
yang belum dibayar atau kurang dibayar dalam pengangsuran pembayaran pajak

yang terutang dan harus dilakukan dengan cara teratur dan juga berturut—turut.
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Walikota atau pun pejabat yang ditunjuk selain memberikan persetujuan
mengangsur pembayaran pajak juga dapat memberikan persetujuan kepada wajib
pajak untuk menunda pembayaran yang telah ditentukan. Pemberian persetujuan
dalam hal menunda pembayaran pajak tersebut dengan dikenakan bunga yakni
sebesar 2% sebulannya dari jumlah pajak yang belum bayar maupun kurang bayar
sesuai denganpermohonan wajib \pajak.untuk dapat mengangsur dan menunda
pembayan pajak, wajib pajak meemenuhi persyaratan Serta tata cara pembayaran

angsuran yang ditetapkan dari keputusan walikota (P Siahaan, 2005: 342).

b. Penghasilan Pajak Restoran (Katering)

Apabila telah jatuh tempo pembayaran pajak restoran (katering) yang
terutang belum dilunasi, maka walikota maupun pejabat yang telah ditunjuk akan
melakukan tindakan penagihan pajak. Pajak yang terutang akan dilakukan
penagihan pajak dalam SKPD,;/SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD. Yang
menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah karena Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan juga Putusan Banding.
Yang dilakukan terlebih dahulu didalam penagihan pajak ialah menerbitkan surat
teguran atau bisa juga surat peringatan atau pun surat lainnya yang sama bentuk
dan jenisnya sebagai cara awal dari tindakan penagihan pajak. Dikeluarkannya
surat teguran atau surat peringatan ialah pada 7 hari dihitung saat jatuhnya tempo
pembayaran pajak dan akan dikeluarkan oleh pejabat yang telah ditunjuk dari
walikota. Wajib pajak harus melunasi pembayaran pajak yang terutang didalam
jangka waktu 7 hari sejak surat teguran atau surat peringatan tersebut diterima.

Dan apabila didalam jangka waktu yang telah diberikan akan tetapi wajib pajak
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masih belum melunasi pajak terutangnya dengan diberikannya surat peringatan

atau pun teguran tersebut, maka akan ditagih dengan Surat Paksa.

Pada tindakan yang dilakukan dengan surat paksa dapat ditunjuk dengan
tindakan penyitaan,. pelelangan, pencegahan, dan juga penyenderaan, hal ini
apabila wajib pajak tetap tidak mau melunasi utang pajaknya yang seharusnya.
Pemerintah kabupaten/kota.diberi hak mendahuluiruntuk menagih pajak atau pun
barang-barang mulik wajib pajak atau pun penanggung dari pajak yng
bersangkutan apabila dilakukannya penyitaan dan juga pelelangan barang milik
wajib pajak yang akan disita. Hak mendahului yang dimaksud mempunyai
ketentuan hak yang meliputi pokok pajak, sanksi administrasi- seperti kenaikan,
bunga, denda, dan juga biaya dari penagihan pajak. Tujuan dari adanya ketentuan
hak mendahului ini lalah sebagai jaminan untuk ke daerah pelunasan utang pajak
daerah bila mana pada saat bersamaan si-wajib.pajak yang memiliki utang pajak
tersebut dan juga mempunya utang lain kepada kreditur lainnya, sementara wajib
pajak yang bersangkutan tidak mampu melunasi semua utangnya, maka akan

dinyatakan pailit (P Siahaan 2005 343).

Selain dari hal itu, walikota dapat melakukan penagihan pajak tanpa
menunggu batas waktu pembayaran pajak restoran (katering) yang ditetapkan oleh
walikota berakhir didalam kondisi tertentu. Hal ini akan dikenakan karena sebagai
bentuk penagihan pajak yang seketika dan sekalugus. Didalam pemungutan pajak
yang dilakukan dengan tindakan penagihan pajak dengan menggunakan surat
paksa dan penagihan pajak yang seketika dan sekaligus dilakukan sesuai dengan

ketetapan umum pajak daerah.
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7. Bagi Hasil Pajak dan Biaya Pemungutan Pajak Restoran (Katering)

memperhat sa yang berasal
dari kabupate i D % dalam rangka

(katering) dari

alokasi biaya pemungutan pajak resto atering) ( P Siahaan, 2005 : 343).

57



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

BAB 111

IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN (KATERING)

A. Peraturan
sli Daerah

n (Katering)

tepatnya di katering) yang
ada di Kota g telah dibuat
oleh pemerintag dae | juga _.‘:_:_ g engan sarana dan
prasarana Y. rbagai aparatur
yang terlibat ring), alat yang
akan digunak - jai macam faktor
penunjang dan : kan dihadapi dalam
pelaksanaan pemungu I dikarenakan agar dapat
diketahuinya pelaksanaan pajak restoran (katering) dapat

berjalan dengan baik dan target yang telah ditentukan dapat terealisasikan.

Adapun tata cara dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan tata cara
penetapan pajak berdasarkan Peraturan Daerah No.6 Tentang Pajak Restoran,

yaitu :

1. Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan.

2. Pajak dipungut dengan dibayarkan sendiri oleh wajib pajak.
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3. Wajin pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya yang dipungut dengan

menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

orang pribadi a r « : a pun yang berada
didalam lin ahaa un pekerjaa Kan suatau usaha

dibidang r

1.

yang akan menjadi pelaksana didalam pelaksanaan pemungatan pajak restoran

(katering) di Kota Pekanbaru.

Wajib hukumnya bagi wajib pajak untuk melakukan pendaftaran ke
Kantor Dinas Pendapatan daerah guna untuk mengetahui keberadaan dari wajib

pajak. Menurut Pasal 2 Peraturan Daerah No.6 Tahun 2011 Tentang Pajak
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Restoran (Katering) memberi penjelasan dari objek, subyek, dan wajib pajak,

bahwa : (Pasal 2, Perda No. 6 Tahun 2001 : Tentang Pajak Restoran)

4, pajak restoran
lah disediakan

dari r Rp. 1. 250.000,-

5 atau pun suatu badan usaha
6 padi atau badan yang membuka

usaha restoran.

Berdasar hasil wawancara yang penulis dapati bahwasannya pendaftaran
dan pendataan pajak restoran (katering) merupakan suatu upaya pengumpulan
data, penyusunan data dan informasi mengenai wajib pajak, subyek pajak, objek
pajak dan juga jasa penunjang kelengkapan restoran (katering), biasanya didalam

pendaftaran dan juga pendataan wajib pajak langsung datang ke kantor kemudian
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mendaftarkan dan juga memberikan data mengenai fasilitas apa saja pada restoran
(katering) mereka, tapi ada juga pegawai dinas pendapatan yang turun langsung

kelapangan, dan juga mendatangi untuk mengisi formulir serta mengecek

datang ke as pe atan daerah k mendaftarkan

restoran (ka terdapat masih

kurangnya kes nya membayar

pajak dan ju S anye Waji ‘ u sendiri.
r' 4 _
- hal pendaftaran dari
L=2d
-
<o
<

, endaftarkan dan Tidak
Mendaftarkan Pajak Restora g) nya Kepada Dinas Pendapatan
Daerah Kota Pekanbaru

No Uraian Jumlah Respondesn | Persentase %

1 | Mendaftar 15 37,5%

2 | Tidak Mendaftar 25 62,5%
Jumlah 40 Orang 100 %

Sumber : Data Olahan Lapangan, pada 25 Juni 2019

Berdasarkan tabel diatas bahwa, menjelaskan hal wajib pajak yang

mendaftarkan pajaknya dan yang tidak mendaftarkan pajak restoran (katering).
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Dibuktikan dari hasil jawaban wajib pajak yang menjawab mendaftar ada
sebanyak 15 orang atau 37,5%, dan yang tidak mendaftarkan ada sebanyak 25

orang 62,5%.

Yang menjadi subyek pajak pada pajak restoran (katering) ini adalah orang
pribadi atau pun badan usaha yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi
atau pun badan yang usahanya“dibidang restoran, (katering). Sedangkan yang
menjadi wajib pajak restoran (katering) adalah orang pribadi atau suatu badan apa
pun yang usahanya didalam lingkungan atau pun pekerjaannya melakukan suatu
usaha dibidang rumah makan. Subyek pajak dan wajib pajak pada pajak restoran
(katering) tidak sama, karena konsumen yang menikmati atas pelayanan dari
restoran (katering) adalah merupakan subyek pajak yang mengusahakan restoran
(katering) yang bertindak sebagai wajib pajak akan diberikan kewenangan untuk
memungut pajak  dari konsumen, (subyekt-pajak) dan akan melaksanakan

kewajibannya di perpajakan lainnya (P Siahaan, 2005 : 303)

Didalam melakukan pemungutan pajak restoran (katering) tidak dapat
dilakukandengan cara diborengkan.” Maksudnya seluruh dari proses kegiatan
pemungutan pajak restoran (katering) ini tidak bisa diserahkan langsung kepada
pihak ketiga. Dengan demikian, kemungkinan adanya kerja sama terhadap pihak
ketiga didalam proses pemungutan pajak, seperti pencetakan formulir perpajakan,
pengiriman surat—surat kepada wajib pajak, atau pun penghimpun data objek dan
subyek pajak. Ada pun kegiatan yang tidak bisa atau tidak dapat dilakukan oleh
pihak ketiga ialah kegiatan perhitungan jumlah besarnya pajak yang terutang,

pengawasan penyetoran, dan juga penagihan pajak.
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Pajak pada hakikatnya merupakan suatu bentuk peralihan kekayaan dari
sektor swasta ke sektor negara, dan sifatnya dapat dipaksakan. Syarat yang harus

dipenuhi dalam pemungutan pajak agar tidak menimbulkan perlawanan, adalah :

dikenakan pajak yang tidak sama ( Suandry, 2000 : 17)

2. Asas Yuridis, merupakan pemungutan pajak yang harus sesuai dengan
berdasarkan hukum. Harus dapat memberikan jaminan hukunya yang
perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik itu untuk negara
maupun untuk warga. Oleh karena itu mengenai pajak dinegara hukum itu

segalanya harus ditetapkan pada undang-undang. Dalam pasal 23 ayat (2)
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3.

Undang-undang Dasar 1946, bahwa pengenaan dan pemungutan pajak
untuk keperluan negara hanya boleh terjadi sesuai dengan undang-undang.

Asas Konomis, yakni pemungutan pajak yang tidak boleh mengganggu

pajak harus

karena itu,

I rakyat dalam

pai merugikan

sangat G ! ‘ sendiri jumlah dari
a ‘ I haruslah diusahakan seefektif

mungkin dan seefis

Pelaksanaan dari pemungutan pajak restoran (katering) dikota pekanbaru

merupakan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah dan akan
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya. Denagn ditetapkannya
otomi daerah dari setiap daerah pastinya memiliki wewenang dalam mengelola
pajak daerahnya masing—masing sebagai salah satu komponen dari PAD, yang

fungsinya untuk membiayai rumah tangga daerah tersebut.
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Disetiap daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya berhak
menggunakan pungutan kepada masyarakat. Menurut Undang-undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berhak menempatkan perpajakan

sebagai salah satu  da WU keneg gaskan  bahwasannya

Pajak merupakan i kepada nega Jipaksakan yang
dihitung te urut peraturan

yang berlak angsung dapat

ketentuan umum dan tata cara perp an yang menyebutkan bahwa : “Pajak
adalah suatu bentuk kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang
pribadi atau pun badan yang bersifat memaksa menurut undang-undang, dengan
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dapat digunakan untuk keperluan
negara tujuan untuk kemakmuran rakyat”. Dalam hal tindak lanjut dalam

meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, pemerintah telah melakukan

beberapa kali perubahan pada undang-undang perpajakan di Indonesia, seperti
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dari menggunakan sistem pemungutan pajak Official Assessment, dan sampai
sekarang menggunakan sistem pemungutan pajak Self Assessment yang mana
merupakan wajib pajak diberikan atas kepercayaan sepenuhnya untuk
menghitung, memperhitungkan,..melaporkan,-dan membayar pajak terutangnya
sendiri, sehingga dikatakan wajib pajak dapat memiliki peranan besar dalam
menentukan keberhasilan sistem perpajakan yang. dilaksanakan. Namun demikian,
pada kenyataannya masih terdapatnya wajib pajak yang tidak memenuhi
kewajibannya sebagai wajib pajak. Dikarenakan dengan dilakukannya
penyembunyian data maupun tidak melunasi pajak terutangnya pada waktu yang

tepat.

Pada alinea pertama didalam Undang-undang.No. 28 Tahun 2009 Tentang
Pajak dan Retribusi daerah menjelaskan, bahwa didalam rangka penyelenggaraan
pemerintah, di negara kesatuan.republik indonesia dibagi atas daerah—daerah
provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah—daerah kabupaten dan juga kota.
Dimana pada masing—masing daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur
dan mengurus sendiri. urusan - pemerintahannya. guna untuk meningkatkan
keefisien dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan termasuk pelayanan
kepada masyarakat. Daerah berhak menggunakan pungutannyabkepada

masyarakat untuk menyelenggarakan pemerintahannya.

Menurut Undang-undang Dasar negara republik Indonesia tahun 1945
yang mana menempatkan perpajakan sebagai salah satu dari bentuk perwujutan
kenegaraan, ditegaskannya bahwa suatu penempatan beban kepada rakyat, seperti

pajak dan pungutan lainnya yang mana bersifat memkasa dengan diatur
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berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Maka dari itu pemungutan pajak
daerah dan retribusi daerah itu haruslah berdasarkan pada undang-undang yang

sesuai (UU No 28, 2009 : Tentang Pajak dan Retribusi Daerah).

&
‘.J;
).
[l
C
o

_“\
BN

R

mengenakan pajak adalah

LT
adanya objek dari pajak yang me an dinikmati oleh wajib pajak. Pada
dasarnya objek pajak merupakan manifestasi dari Taatbestand (keadaan yang
nyata). Taatbestand adalah merupakan suatu keadaan, peristiwa, atau pun

perbuatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan pajak yang dapat

dikenakan pajak (Brotodihardjo, 2008 : 78).

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapati, bahwa ketetapan dari

pajak dilakukan dengan cara wajib pajak menghitung sendiri berapa besar dari
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pajaknya yang akan harus dibayar. Dengan cara menghitung sendiri yang

dilakukan oleh wajib pajak masih sering terjadi kecurangan, dimana wajib pajak

yang bersangkutan tidak memberikan data yang sebenarnya kepada petugas

\ - .&._‘_-
Jumlah. Orang
W, v
Sumber : Data Olahan Lapangan mvgh"'&

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan, bahwa wajib pajak yang
mengetahui dan yang tidak mengetahui tentang tata cara dari penetapan dan
menghitung pajak restoran (katering) masih sangat rendah. Hal tersebut dapat
dibuktikan bahwa dari hasil jawaban wajib pajak restoran (katering) yang tidak
mengetahui yakni sebanyak 30 orang atau 75%. Hal ini dikarenakan wajib pajak

menjelaskan cara menghitungnya memang pada dasarnya wajib pajak restoran
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(katering) yang mengetahui besarnya pajak, namun tetap pihak pemerintah dinas
pendapatan yang melakukan pengecekan dan menjelaskan besarnya pajak

tersebut. Sehingga wajib pajak hanya membayar kewajibannya yang telah

Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

4. Walikota yang dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk
mengangsur pajak yang terutang dalam kurun waktu tertentu, disaat setelah
memenuhi persyaratan yang ditentukan.

5. Sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) pasal ini, angsuran pembayaran

pajak harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan
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bunga sebesar 2% terhitung sebulan dari jumlah pajak yang belum atau
kurang bayar.

6. Walikota akan memberikan persetujuan kepada wajib pajak dengan batas
waktu yang_ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan dari
jumiah pajak yang belum atau kurang bayar.

7. Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara
pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (6) pasal ini,

diatur berdasarkan dengan peraturan walikota.

Pembayaran pajak merupakan suatu kegiatan yang akan dilakukan oleh
wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak restoran
(katering) sebelum jatuhnya tempo waktu dengan-membawa bukti rekapitulasi
penjualan selama satu bulan yang telah diberikan olehpetugas dispenda
sebelumnya. Pembayaran yang-dilakukan-akan-dicatat kedalam buku penerimaan,
setelah melakukan pembayaran maka wajib pajak yang bersangkutan akan
diberikan tanda bukti atas pembayaran pajaknya. Apabila telah jatuh tempo waktu
wajib pajak masih belum membayarkan pajaknya, maka wajib pajak akan

dikenakan bunga sebesar 2% terhitung sebulan dari jumlah pajak yang dibayar.

Yang penulis dapati dari hasil wawancara bahwa sistem dari pembayaran setiap
wajib pajak yang datang untuk membayar pajak restorannya, maka mereka harus
membawa rekapitulasi penjualan selama 1 bulan. Yang bertugas disini adalah Sub
Bagian Pendataan dan Pendaftaran yang akan mencek pembukuannya, apakah
terjadi kenaikan, penurunan,dan atau pula malah adanya kecurigaan, naiknya

berepa, turynnya berapa dan curiganya berapa. Bila hal tersebut terjadi maka
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untuk pembayarannya akan diberikan catatan dari petugas sub bagian pendataan,
dimana wajib pajak bisa membayarkan pajaknya dengan syarat diadakannya

pemeriksaan. Pada kasus yang seperti itu hanya beberapa dari wajib pajak yang

nperbaharui data dari

nya kembali

didalam pelaksz neriksaa g 0 ihak dispenda.
Selisih pad ; :: ilak -H «. 3 3 ‘r hadap petugas
dispenda bi: = okin
pnghitungan wa ajak aka ﬂ ikompensasikan

pada pemb

.o, Q ‘ “‘ estoran (katering) menurut

ketentuan Peraturan Daerah 2011 Tantang Pajak Restoran

(Katering), ialah :
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Tabel 111.3

Jawaban Responden Mengenai Yang Mengetahui dan Yang Tidak
Mengetahui Tentang Pembayaran Pajak Restoran (Katering)

Persentase
%
25%

mengetahui da K me an pajak restoran
(katering).
menegtahui ha ( ; o : dan ak mengetahui banyak yaitu

sebanyak 3

4. Penagih

Restoran (Kater paC : Japun tata cara penagihan

pajak, yaitu :

ialah sebagai awal dari tindakan pelaksanaan penagihan pajak yang
dikeluarkan 7 hari sejak saat jatuhnya tempo pembayaran.

2. Dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal surat teguran atau pun surat
peringatan dan juga surat lainnya yang sejenis, maka wajib pajak harus

melunasi pajaknya yang telah terutang.
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3. Surat teguran, surat peringatan, atau pun surat lainnya yang sejenis,

sebagaimana pada ayat (1) pasal ini, akan dikeluarkan oleh walikota atau

pun pejabat lain yang telah ditunjuk.

Yang Terlambat Dala

No Uraian Jawaban Responden Persentase %
1 | Tidak Terlambat 12 30 %
2 | Terlambat 28 70%
Jumlah 40 Orang 100%

Sumber : Data dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 2017/2018

ang Tidak Terlambat dan
Pajak Restoran (Katering)
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Dilakukannya penagihan apabila Surat Ketetapan Pajak Daerah kurang
Bayar (SKPDKB) telah dikeluarkan. Contohnya, pembayaran pajak pada tanggal
1 Agustus sampai dengan 30 Agustus dilakukan pada bulan September
selambatnya 20_.hari dari tanggal jatuhnya tempo, dan_bila mana dalam
pemeriksaan di lapangan terjadi kekurangan bayar dari wajib pajak, maka wajib
pajak yang bersangkutan haruslah' ‘melunasinya. Pemeriksaan ini biasanya
dilakukan' 2 bulan setelah dari pembayaran pajak, menunggu datangnya surat
SKPDKB 'yang akan dikeluarkan oleh petugas dispenda, maka diketahui
penghitungannya sekitar bulan November. Dalam penghitungan apabila terjadinya
kekurangan bayar oleh wajib pajak, maka wajib pajak harus membayarnya sebesar
kekurangan. Kekurangan bayar atau tunggakan tersebut haru-dibayarkan wajib
pajak yakni paling lambat 7 hari setelah tanggal jatuh tempo. Apabila tidak ada
akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 25% dari tunggakan,
dan jika 30 hari selanjutnya si wajib pajak masih belum melunasi tunggakannya,

maka akan dikenakan denda bunga sebesar 2% perbulannya.

Pada hari ke-8 darri keterlambatannya, .maka telah keluarnya suart
tunggakan, lalu pada hari ke-31 akan dikeluarkannya surat teguran, dan jika 30
hari berikutnya juga masih belum membayarkan tunggakannya tersebut, maka
akan dikeluarkan pula surat paksa. Akan tetapi kejadian nyata dilapangan petugas
dispenda bisa melalukan peringatan hanya sampai mengeluarkan surat teguran,
karena untuk surat paksa sendiri petugas dari dispenda masih kekurangan
dibidang sumber daya manusia yang bernama juru sita untuk melakukannya. Di

daerah Kota Pekanbaru belum mempunyai juru sita yang diberi kewenangan utuh
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dalam melakukan penyitaan, karena untuk juru sita tersebut pelatihnya khusus.
Maka dari hal ini petugas dari dispenda hanya dapat memberikan surat teguran

bagi setiap bulannya kapada wajib pajak, karena untuk melaksanakan penyitaan

pajak yang enja 3 ewajiba a  dengan yang
semestinya, ye G 3 | n.pajak atau pun
kewajiban alam te k ementara itu petuga: enda tidak bisa

berbuat baya NG 3 hisa : peringatan atau pun

tersebut.

Wajib pajak restoran (katering) yang sengaja atau pun yang kealpaannya
tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau pun tidak
lengkap atau juga melampirkan keterangan yang tidak benar kenyataannya,
sehingga dapat merugikan keuangan daerah maka dapat dipidanakan dengan
pidana penjara atau kurungan dan atau denda yang sesuai dengan ketentuan yang

telah berlaku. Dibidang perpajakan daerah tindak pidana tidak dituntut pajak atau
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berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.
Dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda terhadap pejabat yang karena

kealpaannya tidak memenuhi kewajibannya merahasiakan keterangan wajib pajak

berapa bes
penghitungan .se be : . ak melakukan
kecurangan, . : ari wajib pajak
omset tersebut

&
barulah pihak resto itering an pajak .1‘1’ ebesar 100%.
- Pard
L=2d

berpengaruh pada

suatu bentuk gambaran mengenai pe aan pajak restoran dan keberadaannya,
serta penerimaan PAD pada pemerintah Kota Pekanbaru. Jumlah dari besarnya
penerimaan pajak Restoran (Katering) pada tahun 2017 sebanyak Rp.

9,391,544,748. Dan pada tahun 2018 sebanyak Rp. 11,976,613,529.

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat penulis katakan bahwa pelaksanaan

Pemungutan Pajak Restoran (Katering) Berdasarkan Peraturan Daerah No. 6
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Tahun 2011 Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Pekanbaru
ialah suatu pencapaian pelaksanaan yang belum berjalan dengan baik, dikarenkan
hal ini didalam pelaksaanaan pendaftran dan pendataan wajib pajak masih
ditemukannya kesalahan ketidak. kesesuaian.tenpat yang dijadikan objek pajak
oleh wajib pajak yang bersangkutan, namun kemudian didalam penetapan pajak
yang dilakukan dengan mengitung berapa: besarnya pajak yang akan dibayarkan
oleh wajib pajak tidak berjalan dengan sebagaimana yang semestinya. Dikarenkan
banyaknya timbul kecurangan, karena wajib pajak sering melaporkan rekapitulasi
penjualannya yang tidak sesuai dengan pembukuan, pembayaran yang telah
dilakukan oleh wajib pajak juga belum berjalan dengan baik. Dikarenakan hal ini
masih didapatinya wajib pajak yang lalai dalam pembayaran pajaknya atau pun

yang melakukan penunggakan dalam pembayaran.

Berdasarkan ketentuan dart Peraturan ‘Daerah No.6 Tentang Pajak Daerah

Pada Pasal 30 dijelaskan sankiyang didapati oleh wajib pajak, apabila :

1. Wajib pajak yang kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan
Pajak Daerah atau'mengisi dengan tidak.benar atau pun tidak lengkap atau
juga melampirkan keterangan-yang tidak benar sehingga dapat merugikan
keuangan daerah dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana kurungan
paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak 2 kali dari jumlah pajak
yang terutang maupun yang tidak atau pun kurang bayar.

2. Wajib pajak dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan
Pajak Daerah atau menisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau pun

melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga dapat merugikan
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keuangan daerah dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara
paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 4 kali jumlah pajak

yang terutang maupun tidak atau pun kurang bayar.
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B. Faktor Penghambat Dalam Implementasi Pemungutan Pajak Restoran
Menurut Peraturan Daerah No.6 Tahun 2011 di Kota Pekanbaru (Studi

Kasus Tentang Pajak Katering)

yang telal

penelitian

didalam me

A L5

D
=
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Pekanbaru.

Ada

t 3 ) ) )

3
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=
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5
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w
o
3
o
@
)
QD
S
g
~
<>

Sumber daya of satu faktor yang bisa

4 e
mempengaruhinya suatu pelaksa pemungutan pajak restoran (katering)
dalam meningkantakan Pendapata Asli Daerah di Kota Pekanbaru. Maksudnya
disini bisa dilihat dari tingkat kemampuan dan pengetahuan yang telah dimiliki

dalam melaksanakan pekerjaan, yaitu baik secara prosedur, sistem, proses, dan

juga teknis didalam organisasi.

Dalam hal ini petugas dituntut untuk memiliki kemampuan, pengetahuan

dan keahlian yang cukup dalam melaksanakan suatu pekerjaan, bukan saja
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pengalaman SDM yang diperlukan tetapi juga kemampuan, pengetahuan dan
keahlian yang dimiliki SDM juga merupakan suatu modal awal yang sangat

membantu didalam melakukan pelaksanaan tugasnya.

Perlu . diketahui bawha jumlah  pegawai dari dispenda sangat
menentukannya tujuan dari organisasi dinas pendapatan daerah. hal ini adalah
suatu bentuk usur yang sangat penting dan sangat .menentukan sekali didalam
melaksanakan penyelenggaraan pemerintahaan daerah, maka dari itu didalam
struktur organisasi dengan bentuk pola maksimal pada setiap sub dinas
mempunyai 4 seksu dan juga pada dasarnya pegawai dibawah, terdapat pendataan,
penagihan, penetapan, penerimaan, dan serta inventarisasi dari hasil pajak dan dari
unsur pajak yang telah dibantu oleh Unit Pelaksana. Teknis Dinas (UPTD) pada
setiap kecamatan, sehingga jumlah dari pegawai akan sangat berpengaruh kepada

kinerja pendapatan daerah tentunya.

Pendidikan dari pegawai Dinas Pendapat Daerah Kota Pekanbrau tentunya
juga sangat menentukkannya suatu kinerja, dikarinakan pendidikan seseorang
yang lebih tinggi akan ‘menentukannya kemampuan dari seseorang itu untuk
menelaah suatu pekerjaan yang akan diberikan, menelaah perencanaan pekerjaan
yang menjadi suatu skala prioritas dan juga akan mudah tentunya dalam
beradaptasi terhadap lingkungan pekerjaan. Karena dinas pendapatan daerah
berkaitan dengan pendataan, penyuluhan, menetukan jumlah besarnya pajak, dan
serta penagihan. Disamping itu juga memerlukan pendidikan yang cukup, dan

yang mempunyai pendidikan spesifik yaitu seperti pengetahuan teknis fungsional,
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sehingga didalam melaksanakan pekerjaannya tidak meraba-raba dan juga

menghindarinya pekerjaan yang kurang efektif.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

i pegawai dinas
pendapatan daers a_pekanbaru dari bebe siplin ilmu dan dari
tingkatan pend masih terlihatnya
ada yang berpe pendidikan SMA 14
orang, bahkan dari ti ang dari jumlah pegawai
yang ada disini ukkan  bahwe a keberadaan pegawai yang

berpendidikan tinggi sangat menetukannya suatu keberhasilan dari dinas
pendapatan daerah, yang mana dituntut untuk meningkatkan suatu Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk menyelenggarakan pemerintahan

daerah dengan melalui Pendapatan Asli Dearah (PAD).

Yang berada ditingkatan pendidikan SMA tersebut tentunya dari jumlah

SMA tersebut telah dibekalinya dengan program pendidikan fungsional dan juga
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diikut sertakan pada kursus-kursus teknis yakni tentang pendapatan daerah.

sementara yang berada pada tingkat Diploma(DIIl) sebanyak 6 orang dan juga

yang berpendidikan Magister (S2) yaitu sebanyak 5 orang.

untuk perpa

ke desa-desa

sendiri mempunyai pendidikan da pelatihan yang khusu untuk melakukan

tugasnya.

2. Lemahnya Peraturan Pemerintah Karena Kurangnya Sosialisasi

Terhadap pelaksanaan pemungutan pajak restoran dalam meningkatkan
pendapatan asli daerah kota pekanbaru tentunya peraturan pemerintah sangatlah

berpengaruh, karena bila peraturan yang akan dikeluarkan pemerintah itu sangat
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jelas dan tegas maka timbuknya suatu kecurangan atau pun ketidak patuhan bisa
semakin kecil terjadi, tetapi apabila peraturan pemerintah hanya tinggal peraturan

dan tidak ada sanksi yang tegas bagi siapa saja yang melanggar kecurangan
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Daerah Na
masig belu
jawaban ya
35 orang, he
pelaksanaa

Tahun 201
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>
o
s
S,
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©
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=

menyebabka
Maka apabila a
pajak maka akan t Né ari peraturan yang mengatur

akan hal tersebut.

3. Kurangnya Partisipasi Wajib Paja

Wajib pajak dituntuk akan kesadarannya dalam pemungutan pajak untuk
memenuhi kewajibannya, kurangnya atau tidak adanya kesadaran dari masyarakat
yakni sebagai wajib pajak untuk membayarkan pajak negara bisa mengakibatkan

timbulnya perlawanan atau pun terhadap pajak yang merupakan suatu kendala
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dalam pelaksanaan pemungutan pajak ini, sehingga bisa mengakibatkan

berkurangnya penerimaan kas daerah.

berpartisipasi tentang enag ‘ Jimana hal itu
terlihat d
orang dan

kurangnya

tersebut.
b. Perlawanan Aktif
Merupakan perlawanan yang inisiatifnya berasal dari wajib pajak itu

sendiri.
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4. Kurangnya Kesadaran Wajib Pajak yang sudah diberi sanksi

Dituntutnya kesadaran bagi warga negara didalam pelaksanaan

pemungutan pajak untuk memenuhi kewajiban kenegaraan. Kurangnya atau tidak

tentang sa

°©
QD
>
~
=
=
D
=
>
[(e]
N

yakni sebaga

20t 4

Jawaban Re ‘ n Pembayaran
L
No Persentase %
1. 62,5%
2. 37,5%
Jumlah 100%

Sumber : Data Olahan Lapangan pada 25 Juni 2019

Sesuai dengan tabel diatas dikatahui bahwa, sanksi didalam
keterlambatannya membayar pajak restoran (katering) masih terlihatnya wajib
pajak banyak telah menerimanya, terlihat dari hasil jawaban yang diberikan oleh
wajib pajak yakni pernah menerima sanksi sebanyak 25 orang atau 62,5%,

sedangkan yang tidak pernah menerima sebanyakl153 oarang atau 37,5%. Bisa
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disimpulkan bahwa masih kurangnya atau tidak adanya kesadaran dari wajib

pajak itu sendiri.

Sebagai suatu _bentuk penegakan hukum yang dilakukan yakni dalam
bentuk penjatuhan sanksi kepada pelanggaran hukum pajak dengan tujuan untuk
melindungi kepentingan negara, dan untuk memperoleh pembiayaan dari sektor
pajak karnma menginagt hukum pajak tidak melindungi kepentingan wajib pajak
akan tetapi melindungi sumber pendapatan negara yang tekah terfokus pada
pemenuhan kewajibab pajak untuk membayar lunas pajaknya yang terutang.
Penegakan hukum dibidang perpajakan dikatakan masih lemah, karena bisa dilihat
dari banyaknya wajib pajak yang tidak membayarkan pajaknya, maraknya
kejahatan karupsi dibidang perpajakan dan bagi para.penegak hukum yang tidak

sesuai menjalankan pekerjaan dalam penegakan hukum.

Setiap dari pelaksanaan pemerintahan di berbagai daerah pastinya tetap
diperlukan adanya suatu sistem yang pengawasannya dari pemerintah pusat,
namun pengawasan itu hendaknya tidak memberikan celah bagi pemerintah pusat
dalam menerapkan sentralisasi kekuasaan yang nantiya bisa menimbulkannya
suatu konflik antar pusat dan juga daerah atau pun antar provinsi dan juga
kabupaten/kota. Keran apabila demikian makna dari otonomi daerah menjadi

kabur.

Pemungutan pajak bisa saja menjadi lemah oleh pemerintah pusat yang
terlalu ketat dikarenakan adanya suatu pengawasan pemerintah dan juga

masyarakat derah sehingga pemerintah daerah tidak dapat mandiri didalam
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mengelola aspek kehidpuannya sesuai dengan aspirasi, rasa keadilan dan juga

budaya masing-masing.

Hal seperti ini_merupakam suatu usaha dan perbuatan yang mana secara
langsung ditunjukkan kepada pemerintah dan mana tujuannya untuk menghindari

pajak atau pun mengurangi dari kewajiban pajak yang seharusnya akan dibayar.

Di Indonesia pemungutan pajak dilakukan oleh pemerintah pusat dan juga
pemerintan daerah daerah. Kewenangan dari pemungutan pajak tersebut ada
ditangan pemerintah pusat yang dinamakan Pajak Negara. Sedangkan pajak yang
kewenangan pemungutannya berada ditangan pemerintah daerah disebut dengan
Pajak Daerah. Menurut Tony Marsyahrul, secara umum perpajakan di inonesia
terbagi menjadi 2, yakni pajak pusat dan pajak daerah. Yang mana dimaksud
dengan pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat (Dirjen
Pajak) dan selanjutnya hasil dari‘pajak tersebut dipergunakan untuk membiayai
APBN. Contohnya Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Penambahan Nilai (PPN),
Pajak Atas Barang Mewah (PPNBM), Pajak Bumu dan Bangunan (PBB), dan Bea
Materai. Sedangkan yang dimaksud dengan pajak daerah adalah merupakan pajak
yang pengelolaannya berada ditangan  pemerintah daerah provinsi dan
kabupaten/kota yang mana hasilnya akan dipergunakan untuk membiayai

pemungutan rutin serta sebagai Anggaran Pembangunan Daerah (APBD).

Dari setiap pelaksanaan pemungutan pajak haruslah meliputi seluruh dari
wajib pajak. Tidak ada seorang pun atau suatu badan usaha yang lolos dari

pengenaan pajak. Didalam pengenaan pajak tidak boleh diskriminasi, tetapi
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haruslah sama dan ditetapkan berdasarkan peraturan pajak yang sama,

sebagaimana yang telah dimaksud didalam teori keadilan secara horizontal

(Boediono, 2000 : 46).

pajak dan 0 dc ¢ Jd 0 n F Oan juga SMA.
Yang mana seharus ) erpendi lik n. Lalu lemahnya
peraturan pe

kurangnya
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A. Kesimpulan

BAB IV

PENUTUP

'&‘ yang akan dibayarnya tidak

Qaﬁ\\‘i >

yang berbentuk kecura a wajib pajak sering melaporkan

sendiri ole ajil

“=

berjalan sebaga yak menimbulkan kejadian
rekapitulasi dari penjualannya yang tidak sesuai dengan pembukuan,
pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak juga belum berjalan dengan
baik. Hal ini diketahui belum berjalan sesuai dengan Peraturan
Pemerintah No.6 Tahun 2011 Tentang Pajak Katering, yamg mana terlihat
dari masih banyaknya wajib pajak yang lalai dalam membayarkan

pajaknya atau pun penunggakan.

89



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran
berdasarkan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2001 dalam meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah di Kota Pekanbaru adalah merupakan suatu

apan saran yang

ajak, yaitu :

kepada wajib pajak untuk taa alam melaksanakan kewajibannya untuk
membayar pajak, karean pajak yang mereka bayarkan sangatlah berperan
penting dalam pembangunan insfrastruktur di Kota Pekanbaru.

2. Hendaknya didalam pelaksanaan pendaftaran dan pendataan yang sesuai
dengan ketentuan, apabila seandainya terjadi kesalahan dalam pelaporan

yang dilakukan oleh wajib pajak, maka petugas Dispenda haruslah segara

memperbaikinya, dengan mendata ulang ke restoran (Katering) tersebut.
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Didalam pelaksanaan pembayaran dan penagihan, apabila wajib pajak

belum melaksanakan kewajibanyya, maka petugas dispenda hendaknya

memberi surat peringatan atau pun surat teguran kepada wajib pajak dan
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